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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi.

01

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara.
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional.
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024
tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, Riset, dan Inovasi
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Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3
Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, Riset, dan Inovasi
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jf ADI
TUGAS

JF Analis Data Ilmiah yang selanjutnya
disingkat JF ADI adalah jabatan yang
mempunyai tugas dan ruang lingkup
kegiatan untuk melakukan analisis
terhadap data secara ilmiah yang
meliputi perencanaan, pengelolaan, dan
penyampaian data ilmiah untuk
penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.



JF ADI
RUANG L INGKUP
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 PERENCANAAN DATA

JF ADI melakukan analisis terhadap data
secara ilmiah  yang meliputi:

PENGELOLAAN DATA

PENGOLAHAN DAN ANALISISDATA

INTERPRETASI DATA

DISEMINASI DATA





PENGELOLAAN
KINERJA Perencanaan Penetapan dan klarifikasi

ekspektasi
Mempertimbangkan
pencapaian HKM

Pelaksanaan,
pemantauan, dan
pembinaan kinerja

Pendokumentasian kinerja,
pemberian umpan balik
berkelanjutan, dan
pengembangan kinerja

Penilaian kinerja Evaluasi kinerja

Predikat kinerja untuk
dikonversi ke dalam
perolehan angka kredit 

Tindak lanjut hasil
evaluasi kinerja

Pemberian penghargaan dan
sanksi

Orientasi:

pengembangan kinerja
Pejabat Fungsional;
pemenuhan Ekspektasi
Pimpinan; 
dialog kinerja yang intens
antara Pimpinan dan
Pejabat Fungsional;
pencapaian kinerja
organisasi; dan
hasil kerja dan perilaku
kerja Pejabat Fungsional.

a.

b.

c.

d.

e.



EVALUASI
KINERJA

Pelaksanaan Predikat AK Catatan

Kategori Jenjang Pangkat
Koefisien

AK
Tahunan

AK Kumulatif Minimal

Pangkat Jenjang *



HASIL KERJA MINIMAL (HKM) DAN
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)



Penetapan Hasil Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara oleh MAUK
Penerbitan Surat Keterangan/Sertifikat Memenuhi Persyaratan Kompetensi
atau Surat Pengembalian Usulan bagi yang Tidak Memenuhi Persyaratan
Kompetensi.

Penetapan Hasil Uji
Kompetensi Penilaian
Portofolio perolehan
HKM oleh MAUK
Penerbitan Surat
Keterangan/Sertifikat
Memenuhi Persyaratan
Uji Kompetensi Penilaian
Portofolio jika
Memenuhi Syarat atau
Surat Pengembalian
Usulan jika Tidak
Memenuhi Syarat.

Verifikasi Kelengkapan
Administrasi &
Portofolio Usulan Uji
Kompetensi oleh
Sekretariat MAUK
(Majelis Asesor Uji
Kompetensi) di
Direktorat Pembinaan
Jabatan Fungsional dan
Pengembangan Profesi
BRIN

ALUR UJI KOMPETENSI JF BIDANG
IPTEK, RISET DAN INOVASI

www.brin.go.id @dpjfpp_brin dirjabfung@brin.go.id

PENGUSUL

VERIFIKASI
INSTANSI

VERIFIKASI
PUSAT

SIDANG MAUK

UJI KOMPETENSI
PORTOFOLIO

SIDANG MAUK

UJI KOMPETENSI
PRESENTASI DAN

WAWANCARA 

Bulan (N)

Bulan (N+3)

Bulan (N+1)

Bulan (N+2)

Bulan (N+2)

Penilaian Usulan
Uji Kompetensi
Penilaian
Portofolio
perolehan HKM
oleh Asesor yang
ditugaskan oleh
ketua Sekretariat
MAUK 

Uji Kompetensi
Presentasi dan
Wawancara untuk
usulan
Promosi/Perpindahan
Jabatan oleh tim
Asesor yang
ditugaskan Ketua
Sekretariat MAUK 

Keterangan
N = Bulan Usulan Uji 

Kompetensi diterima oleh
Sekretariat MAUK 

Verifikasi
kelengkapan
administrasi
Usulan Uji
Kompetensi
oleh unit kerja
yang
membidangi
sumber daya
manusia/kepe
gawaian pada
Instansi 





TIM ASESOR
UJI KOMPETENSI

Tim Asesor dibentuk oleh Ketua Sekretariat MAUK
Jumlah anggota tim 3 orang dan wajib memiliki jenjang JF paling kurang setara dengan
jenjang JF yang diuji

Tugas tim asesor adalah untuk memverifikasi kesesuaian portofolio Asesi
melalui presentasi dan wawancara:

Indikator kesesuaian dinilai melalui penguasaan materi untuk membuktikan orisinalitas karya
yang dimiliki Asesi.
Dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian portofolio dengan peraturan, Tim Asesor dapat
mengklarifikasi kepada Asesi
Dalam hal hasil klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Tim Asesor dapat merekomendasikan
kepada MAUK untuk menganulir hasil uji kompetensi penilaian portofolio

Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi wajib bebas dari
benturan kepentingan (conflict of interest) yang dinyatakan
sebelum melaksanakan penilaian



MAJELIS ASESOR
UJI KOMPETENSI (MAUK)
Pejabat Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat atau Pejabat Tinggi
Pratama yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Daerah yang telah
mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi dari instansi pembina membentuk:

MAUK sebagai penilai untuk setiap JF

Sekretariat MAUK sebagai pelaksana teknis untuk setiap JF

1 orang ketua merangkap anggota
Berjumlah minimal 3 orang termasuk ketua dan berjumlah ganjil
Diutamakan Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang tertinggi di JF terkait
Masa jabatan keanggotaan 1 tahun (dapat menjabat selama 3 tahun berturut-turut dan dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 tahun)

1 orang Ketua (ex officio Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menetapkan MAUK)
Jumlah anggota disesuaikan dengan kapasitas dan kebijakan unit kerja yang membidangi kesekretariatan
JF atau kepegawaian

Dalam hal terdapat anggota MAUK berhenti sebagai Pejabat Fungsional di bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, Riset, dan Inovasi atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat
yang menetapkan MAUK dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa

Dalam hal terdapat anggota MAUK yang ikut dinilai, pejabat yang menetapkan MAUK dapat
mengangkat sementara anggota MAUK pengganti.





HASIL KERJA MINIMAL (HKM)
HKM PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
(PERIODESASI)

HKM PRASYARAT JENJANG



01 02 03Periodesasi
Jabatan

Kenaikan jenjang
(Promosi vertikal)

Kenaikan jenjang
setelah Perpindahan
antar kelompok JF

04Perpindahan
Jabatan

MASA PEROLEHAN HASIL
KERJA MINIMAL (HKM)

Memenuhi HKM Pemeliharaan
Kompetensi Jabatan
HKM yang dapat diusulkan adalah
yang diperoleh saat menduduki satu
jenjang jabatan dalam periode
berjalan
Khusus untuk periodesasi jabatan
pertama kali pada setiap jenjang
jabatan, dapat mengusulkan HKM
yang diperoleh 1 tahun sebelum
jangka waktu periodesasi jabatan
dimulai
Lulus Uji Kompetensi Portofolio

Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
HKM yang dapat diusulkan adalah
yang diperoleh saat menduduki
jenjang JF terakhir & saat
pemberhentian di jenjang tersebut
Pengangkatan dari CPNS: HKM
yang diperoleh saat CPNS dapat
dipakai untuk kenaikan jenjang yang
pertama
Lulus Uji Kompetensi Portofolio,
serta Uji Kompetensi Presentasi dan
Wawancara

Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
HKM yang dapat diusulkan adalah
yang diperoleh saat menduduki
jenjang JF terakhir & saat berada di
JF sebelumnya di jenjang yang
sama (selama belum pernah
digunakan sebagai HKM kenaikan
jenjang atau periodesasi jabatan di
JF sebelumnya).
Lulus Uji Kompetensi Portofolio,
serta Uji Kompetensi Presentasi dan
Wawancara

Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang
HKM yang dapat diusulkan adalah
yang diperoleh sejak sebelum
menduduki suatu jenjang JF
Lulus Uji Kompetensi Portofolio,
serta Uji Kompetensi Presentasi dan
Wawancara



Periodesasi jabatan mulai 1 Januari tahun
berikutnya setelah tahun pengangkatan

Diangkat setelah 31 Desember 2024

Periodesasi jabatan mulai 1 Januari 2025

Periodesasi Jabatan
Diangkat sebelum 1 Januari 2025

Surat keterangan/sertifikat lulus uji kompetensi
kenaikan jenjang dapat digunakan untuk pemenuhan
pemeliharaan kompetensi jabatan jika belum dipakai
untuk naik jenjang

Setelahnya, tidak dapat digunakan kembali untuk
kenaikan jenjang jabatan



HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



KOMPLEKSITAS KEGIATAN JF ADI



LAPORAN KEGIATAN
HASIL KERJA MINIMAL

Tidak ada format bentuk laporan kegiatan HKM JF ADI. Format/bentuk laporan
disesuaikan dengan kelaziman pada masing-masing unit kerja pengusul. Agar
memastikan bahwa kegiatan yang diajukan mencerminkan kontribusi profesional
ADI, subtansi laporan tersebut dapat menggambarkan:

Kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data,
interpretasi, dan/atau diseminasi data (analisis data (hingga hasil
analisanya); deskripsi data; sumber data; kegunaan data; pengguna data;
tujuan kegiatan; waktu pelaksanaan; peran pengusul) yang di dalamnya
menjelaskan kompleksitas cakupan penggunaan/manfaat data pada
tingkat internasional/ nasional/ instansi/unit kerja yang diatur dalam
Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025 (lampiran halaman 59).

Perlu dilengkapi dengan legalitas kegiatan (dapat berupa pengesahan
laporan dari atasan/pemberi tugas; dan/atau dokumen pendukung seperti
Surat Keputusan (SK)/ Surat Tugas (ST) kegiatan)

ADI diharapkan dapat berperan aktif  dalam menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis
data untuk pengambilan keputusan yang tepat, akuntabel, dan berdampak nyata



REPUTASI PUBLIKASI
BRIN



Klasifikasi Reputasi
Publikasi BRIN



SCOPUS vs WoS vs SJR

Jurnal/Prosiding yang terindeks di
Scopus/WOS belum tentu memiliki quartile



JURNAL CLONING



            Thank            
            You            
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